
KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 718

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 14
ayat (8) Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor
PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan, perlu
ditetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang  Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan …
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5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.29/MEN/2012 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 718.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia 718 yang selanjutnya
disebut RPP WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  Menteri
ini.

KEDUA : RPP WPPNRI 718 sebagaimana dimaksud diktum KESATU
merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan
perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia 718.

KETIGA : Keputusan Menteri  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/KEPMEN-KP/2014
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 718

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa
bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI) 718 merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sumberdaya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung
terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang
sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus
memastikan kedaulatannya memanfaatkan sumberdaya ikan di WPPNRI 718
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedaulatan tersebut juga akan
memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan
tenaga kerja di atas kapal hingga mencapai sekitar 15.000 orang, belum
termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan dan kegiatan pendukung
lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan
adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan
informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi
sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah
atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan
produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan
aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumberdaya ikan
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut
Timor bagian timur merupakan salah satu tujuan utama daerah
penangkapan udang dan ikan di Indonesia. Estimasi potensi sumberdaya
ikan di WPPNRI 718 mencapai 13% dari potensi sumberdaya ikan laut
nasional. Udang dan ikan demersal memiliki kontribusi terhadap produksi
perikanan laut nasional masing-masing sekitar 45% dan 20%. Udang dan
ikan demersal telah lama menjadi sasaran utama kegiatan penangkapan ikan
di WPPNRI 718 oleh armada perikanan  yang beroperasi. Diperkirakan,
kegiatan yang termasuk dalam kategori Illegal, Unreported and Unregulated
(IUU) Fishing di WPPNRI 718 telah berlangsung lama dengan intensitas yang
cukup tinggi, yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi Indonesia baik
dari aspek sosial, ekonomi dan ekosistem termasuk aspek pengelolaan
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sumberdaya ikan secara berkelanjutan (responsible fisheries management).
Dari sisi ekonomi, Indonesia telah mengalami kerugian karena kegiatan IUU
Fishing di WPPNRI 718 sekitar Rp. 20 Triliun setiap tahun (ATSEA, 2011).

Dalam Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), FAO
1995  mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin
kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam jumlah
yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang,  dalam
konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan
pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional
Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718
maka Indonesia harus melakukan upaya terbaik agar WPPNRI 718 dikelola
secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya cita-cita nasional
tersebut di atas. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga harus melakukan
upaya maksimum agar potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718
dimanfaatkan oleh Negara Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi dan pemertintah daerah kabupaten/kota yang terkait harus
melakukan pengelolaan sumberdaya ikan di WPPNRI 718. Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga
harus bersama-sama dengan pelaku usaha penangkapan ikan di WPPNRI
718 untuk memastikan terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana
diuraikan di atas. Hal ini penting, karena menurut article 6.1 CCRF 1995,
hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan
kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggungjawab, untuk
memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan
sumberdaya ikan.

Dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan mengacu pada
definisi Ecosystem Approach of Fisheries Management (EAFM) yang dibangun
oleh FAO (2003). Dengan menggunakan pendekatan yang mencoba
menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan
(kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumberdaya ikan, dan lain-lain)
dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang
komponen biotik, abiotik, manusia dan interaksinya dalam ekosistem
perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif
dan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI 718 dimaksudkan
sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di
bidang penangkapan ikan di WPPNRI 718 sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
tahun 2009.

Sedangkan tujuan RPP WPPNRI 718 sebagai arah dan pedoman bagi
Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber
daya ikan di bidang penangkapan ikan di WPPNRI 718.

C. VISI PENGELOLAAN PERIKANAN

Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 718 mewujudkan pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan.
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